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I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu bidang kehidupan yang selalu diupayakan menjadi lebih baik adalah sektor 

transportasi. Manusia membutuhkan transportasi yang aman, cepat dan teratur dalam 

menunjang mobalitas kehidupannya, baik dalam transportasi lokal, nasional maupun 

internasional. Manusia menghendaki transportasi kereta api, bus, kapal laut, pesawat dan lain-

lain berjalan dengan aman, cepat teratur dan juga dengan biaya atau ongkos yang terjangkau.1 

Penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai 

karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat 

modal, manajemen yang andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang 

optimal, perlu dikembangkan potensi dan peranannya yang efektif dan efisien, serta 

membantu terciptanya pola distribusi yang mantap dan dinamis.2 

Dalam dunia penerbangan ada beberapa komponen utama yang berkaitan erat satu 

dengan lainnya yaitu pengaturan pesawat, perusahaan penerbang dan pabrik pembuat pesawat 

udara (manufacturer). Operasi penerbangan dapat berjalan lancar apabila keempat faktor ini 

tertata dengan baik dengan kata lain Pada penerbangan sipil komersial setiap awak pesawat 

masing-masing mempunyai fungsi dan peran tertentu di dalam pelaksanaan tugas 

penerbangan. Transportasi udara adalah  sistem penerbangan yang melibatkan banyak pihak. 

Dalam dunia penerbangan  pemenuhan (compliance) terhadap safety standard (standard 

keselamatan) yang  tinggi merupakan suatu keharusan yang mutlak.  Penerapan keselamatan 

penerbangan (aviation safety) perlu dilaksanakan  pada semua sektor, baik pada bidang 

transportasi / operasi angkutan udara,  kebandaraudaraan, navigasi, perawatan dan perbaikan 

serta pelatihan yang  mengacu pada aturan International Civil Aviation Organization(ICAO).3 

Keselamatan merupakan prioritas utama didalam dunia penerbangan sehingga, 

diperlukannya suatu standard keselamatan yang optimal dengan mengacu pada standard 

penerbangan yang ada. 

 

 
                                                             

1 Yaddy Supriadi, Keselamatan Penerbangan Teori & Problematika, (Tanggerang:Telaga Ilmu 
Indonesia,2012),hal.57 

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan 
3 http://lontar.ui.ac.id. Diunduh Pada Tanggal 16 Desember 2013 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penulisan skripsi ini dirumuskan 

masasalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan keselamatan penerbangan ditinjau dari Hukum internasional? 

2. Bagaimana pengaturan Keselamatan Penerbangan berdasarkan ketentuan Hukum 

Nasional Indonesia? 

3. Bagaimana pengaturan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) 

Bandara Internasional KualaNamu? 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah diatas, yang telah dikemukakan sebelumnya maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaturan keselamatan penerbangan yang dilihat dari aspek hukum 

internasional yaitu International Civil Aviation Organization (ICAO) dan Konvensi 

Chicago Tahun 1944?  

2. Untuk mengetahui pengaturan keselamatan penerbangan berdasarkan ketentuan Hukum 

Nasional Indonesia? 

3. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Kawasan Keselamatan Operasional 

Penerbangan (KKOP) Bandara Internasional KualaNamu? 
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II. Metode Penelitian 

A.  Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian Normatif. Penelitian 

Normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistem hukum 

dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum.4 

 Metode penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap, tepat dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya serta untuk membandingkan pengaturan keselamatan 

mengenai penerbangan sipil di Indonesia maupun internasional yakni Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2009, ICAO dan Konvensi Chicago Tahun 1944. 

B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yang 

terdiri dari5: 

1. Bahan Hukum Primer yakni dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan 

adalah data-data yang didapatkan melalui buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, data-data dari 

intrernet, undang-undang dan peraturan-peraturan perundang-undangan, konvensi hukum 

internasional, deklarasi maupun protokol yang terkait dengan pokok permasalahan. 

2. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, dengan cara menelusuri bahan-bahan literature yang relevan dengan 

penelitian seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum baik yang berupa  

buku-buku hukum, jurnal, artikel-artikel dan juga berasal dari perpustakaan Universitas 

Sumatera Utara, Perpustakaan Fakultas Hukum USU dan juga data-data yang berasal dari 

situs internet. 

3. Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum. 

                                                             
4 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif ( jakarta), rajawali pers, :UI 

Press,2003jakarta,2001),hal 15 

5Bambang Sunggono, Metedologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006), hal. 113-
114. 
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C. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisa secara kuantitatif, yaitu mengungkapkan secara 

mendalam mengenai pandangan dan konsep yang diperlukan dan kemudian akan diuraikan 

secara menyeluruh untuk menjawab persoalan yang ada dalamskripsi ini serta menganalisa 

data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. Penguraian data informasi 

yang berhubungan dilakukan dengan pendekatan deduktif-induktif yakni berawal dari hal 

yang umum kepada hal-hal yang khusus, menganalisa terhadap tata yang mempunyai bobot 

dalam hubungan dengani pokok permasalahan 
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III. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

A. Aspek Hukum Keselamatan Penerbangan Pesawat Udara  

Sebenarnya tujuan utama kegiatan penerbangan adalah keselamatan penerbangan. Dalam 

hal keselamatan penerbangan tersebut diperlukanlah aspek hukum untuk mengaturnya, aspek 

hukum ini berkaitan erat dengan perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa transportasi 

udara  niaga, dalam konteks ini maka semua perusahaan penerbangan wajib untuk 

mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mencelakakan penumpangnya, oleh karena itu 

setiap perusahaan penerbangan komersil dituntut untuk menyediakan armada pesawatnya yang 

handal dan selalu dalam keadaan layak terbang.  

Keselamatan penerbangan berkaitan erat dengan fisik pesawat terbang serta aspek 

pemeliharaan(maintence) sehingga terpenuhi persyaratan teknik penerbangan, selain itu aspek 

keselamatan penerbangan juga berkenaan erat dengan faktor sumber daya manusia yang terlibat 

dalam kegiatan penerbangan. Keselamatan penerbangan merupakan hasil keseluruhan dari 

kombinasi berbagai faktor, yaitu faktor pesawat udara, personil, sarana penerbangan, operasi 

penerbangan dan badan-badan pengatur penerbangan.6 

 

B. Peraturan Pemerintah Perhubungan Tentang KKOP (Kawasan Keselamatan 

Operasional Penerbangan) Bandara Udara  Baru Dimedan. 

                                                             
6E.Suherman. 2000, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan(Himpunan Makalah 1961-1995), (Bandung: 

Penerbit Mandar Madju) hal 169 
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Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalahwilayah daratan dan/atau perairan 

serta ruang udara disekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatanoperasi penerbangan 

dalam rangka menjaminkeselamatan penerbangan.7 

Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan di Bandara Udara dan sekitarnya, 

perlu menetapkan Batas-batas Keselamatan Operasi penerbangan. Oleh karena itu, ditetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2007 tentang Kawasan Keselamatan 

Operasi Penerbangan disekitar Bandara Udara Baru Medan Provinsi Sumatera Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 57 Tahun 2007 ini, dimaksud untuk menjamin keselamatan operasi 

penerbangan di sekitar Bandar Udara Internasional di Kwala Namu melalui penetapan Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), termasuk didalamnya pengaturan tentang 

pengendalian bangunan dan benda tumbuh, meliputi mendirikan, mengubah dan melestarikan 

suatu bangunan.Oleh karena pentingnya penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan 

(KKOP) bagi keamanan dan keselamatan penerbangan serta  untuk memberikan perlindungan 

bagi masyarakat di sekitar bandar udara, maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang harus  

menerbitkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat mengikat dan dijadikan 

pedoman bagi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk melakukan aktivitas di sekitar 

Bandar udara Internasional di Kwala Namu.   

 

C. Pengaturan Kawasan Keselamatan operasional Penerbangan (KKOP) Bandara 

Internasionl Kuala Namu. 

 

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Selanjutnya disebut KKOP, adalah tanah 

dan/atau perairan dan ruang udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam 

rangka menjamin keselamatan penerbangan. 

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan disekitar Bandar Udara diukur dan 

ditentukan dengan bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara. 

Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan ruang yang ada di sekitar 

bandar udara harus melakukan hal-hal antara lain:  

 

 
                                                             

7Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 
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a.  Perencanaan   

Sebagai perumus kebijakan perencanaan ketinggian bangunan seputar bandar udara dan 

sanksi pelanggaran untuk kegiatan pemanfaatan ruang terkait izin mendirikan ketinggian 

bangunan. Dalam proses perencanaan, institusi yang bertanggung jawab terhadap rencana sistem 

keselamatan penerbangan berkaitan dengan penentuan ketinggian bangunan di sekitar bandar 

udara Kwala Namu dengan instansi yang bertanggung jawab dalam bidang penataan ruang dan 

izin ketinggian bangunan; 

 

b.      Pembangunan 

Sebagai pemberi izin pendirian bangunan sekitar bandar udaraDengan izin pendirian 

yang telah diperoleh, penyelenggara ketinggian bangunan dapat mendirikan bangunan sesuai 

dengan aturan KKOP; 

c. Pengawasan 

Sebagai pengawas dalam pemanfaatan ketinggian bangunan dan sanksi pelanggaran 

untuk pembangunan di sekitar bandar udara. Institusi yang bertanggungjawab terhadap rencana 

sistem perizinan pendirian ketinggian bangunan bersama-sama dengan instansi Pemerintah 

Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang penataan ruang melakukan pengawasan terhadap 

kesesuaian lokasi pembangunan dan ketinggiannya sesuai dengan rencana sistem pembangunan 

bandar udara  internasional dan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Bandar udara sebagai satu unsur dalam penyelenggaraan penerbangan memiliki peranan 

yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan 

pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan 

penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman dan berdaya guna, 

menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak dan 

penunjang pembangunan nasional. 

Sejalan dengan semangat otonomi daerah tersebut, guna mengatur dan mengendalikan 

bangunan yang ada di sekitar bandar udara internasional di Kwala Namu, perlu diterbitkan 

Peraturan Daerah yang pengaturannya meliputi ruang lingkup tentang arahan kebijakan sebagai 

dasar pelaksanaan penggunaan dan pengendalian bangunan di sekitar Bandar Udara Internasional 

di Kwala Namu.  
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Dalam rangka mewujudkan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di 

sekitar bandar udara internasional di Kwala Namu yang dimaksudkan untuk menjamin  

keamanan dan keselamatan pergerakan penerbangan/ pesawat, menertibkan kawasan di sekitar 

bandar udara agar tidak mengganggu aktivitas operasi bandar udara  dan   memberikan 

perlindungan kepada masyarakat, perlu diterbitkan pedoman pengaturan tentang  pengendalian 

bangunan di sekitar bandar udara, sehingga keberadaan bandar udara tersebut akan memberikan 

dampak positif, baik dampak sosial maupun dampak ekonomi dan yang terpenting 

menghindarkan terjadi konflik yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. 
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IV. Penutup 

A. Kesimpulan 

 

1. Bahwa pengaturan keselamatan penerbangan yang ditinjau dari hukum internasional 

meliputi pengaturan penerbangan sipil yang diatur oleh International Civil Aviation 

Organization (ICAO) dan Konvensi Chicago Tahun 1944. International Civil Aviation 

Organization (ICAO) bertujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik 

navigasi udara internasional dan membina perencanaan dan perkembangan angkutan 

udara internasional. Sedangkan Konvensi Chicago Tahun 1944 bertujuan untuk 

meningkatkan persahabatan, memelihara perdamaian dan saling mengerti antar bangsa, 

saling mengunjungi masyarakat dunia dan dapat mencegah dua kali perang dunia yang 

sangat mengerikan, dapat mencegah friksi dan dapat digunakan untuk kerjasama antar 

bangsa yang dapat memelihara perdamaian dunia. 

 

2. Bahwa pengaturan keselamatan penerbangan berdasarkan ketentuan hukum Nasional 

Indonesia meliputi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur 

mengenai kedaulatan atas wilayah udara Indonesia, pelanggaran wilayah kedaulatan, 

produksi pesawat udara, pendaftaran, dan kebangsaan pesawat udara, kelayakudaraan dan 

pengoperasian pesawat udara, keselamatan dan keamanan didalam pesawat udara, 

indepensi investigasi kecelakaan pesawat udara, pembentukan majelis profasi 

penerbangan, lembaga penyelenggara pelayanan umum, terkait hal tersebut sebenarnya 

tujuan penerbangan itu sendiri  sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 

1992 yaitu untuk  mewujudkan penerbangan yang selamat, aman, cepat,  lancar, tertib 

dan teratur, nyaman dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau.  

 

 

3. Bahwa terkait dengan pengaturan KKOP Bandara Internasional Kuala Namu dalam 

rangka mewujudkan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) diskitar 

bandara Internasional Kuala Namu yang dimaksud untuk menjamin keamanan dan 

keselamatan pergerakan penerbangan/ pesawat, menertibkan kawasan disekitar bandar 

udara agar tidak mengganggu aktivitas operasi bandar udara dan memberikan 
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perlindungan kepada masyarakat, perlu ditertibkan pedoman pengaturan tentang 

pengendalian bangunan disekitar bandar udara, sehingga keberadaan bandar udara 

tersebut akan memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat. 

 

B. Saran 

Guna untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dalam hal ini Bandara Internasional 

Kuala Namu maka berdasarkan hasil penelitian dapat saya ajukan beberapa saran sebagai 

berikut; 

1. Sebaiknya  Pemerintah dan masyarakat umum pengguna pesawat udara secara bersama-

sama bekerjasama  dalam hal menjalankan peraturan atau prosedur keselamatan 

penerbangan sehingga dapat terwujud penerbangan yang  aman, nyaman, tertib dan 

terkendali. 

2.  Hendaknya Peraturan Daerah mengenai KKOP Bandara Internasional Kuala Namu harus 

terus di Perbaharui agar sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini, terkait dengan 

tujuan didirikannya Bandara Kuala Namu yaitu mewujudkan penerbangan yang lebih 

aman dibandingkan dengan bandara Polonia medan yang sebelumnya yang terlalu dekat 

dengan pemukiman warga serta mewujudkan bandara yang berstandart internasional.  

3. Bahwa para pihak Bandara Internasional Kuala Namu harus menjalankan tugasnya 

dengan baik dalam hal ini keselamatan penerbangan yang sesuai dengan peraturan yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 dan 

Peraturan daerah mengenai KKOP Bandara Internasional Kuala Namu. 
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